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RENCANASTRATEGISSEKRETARIATDAERAH
PROVINSISUMATERASELATANTAHUN2013 - 2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURSUMATERASELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013-2018;

1. Undang-Undnng Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

: 70, T~bahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
.Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan. Pembangunan Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

NOMOR 46 TAHUN2014

TENTANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Mengingat

Menimbang



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
L Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan msyarakat
yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indek
pembangunan manusia.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMDadalah dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan
tahun 2018.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURANGUBERNURTENTANGRENCANASTRATEGlS
SEKRETARlATDAERAH PROVINSI SUMATERASELATAN
TAHUN2013 - 2018.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan [Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cam
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5
Seri E);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
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(1) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan £ungsinya,yang

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN RENSTRA

Pasal2

7. Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi
adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima)tahun.

8. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

12. Program adalah bentuk instrurnen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Provinsi atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Oaerah Provinsi sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia],
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik seeara
kuantitatif dari/atau kualitatif untuk masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

15. sasaran adalah target atau hasll yang dillarapkan dati
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.
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(1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi yang
merupakan dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
mulai Tabun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

(2) Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan
terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi yang dirurnuskan daJam
Rencana Kerja Sekretariat Daerab Provinsi.

BABlV
PELAKSANAANRENSTRA

PasaJ 4

(2) lsi beserta uraian perincian naskah Renstra. Sekretariat
Daerab Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adaJab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

f. BABVI

e.BAB V

d.BAB IV

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan
Kebijakan;
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif;
lndikator Kinetja SKPD Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

c. BABlIT

(1) Naskah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Tahun
2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I Pendabuluan;
b.BABII Gambaran Pelayanan SKPD;

BABIII
SISTEMATlKARENSTRA
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berpedoman pada RPJMD dan selanjutnya Renstra
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Ketja Sekretariat Daerah Provinsi setiap tahun.

(2) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk
dijadikan acuan daJam setiap pembangunan yang
dilaksanakan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap
kinetja Sekretariat Daerah Provinsi.
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BERITADAERAHPROVlNSlSUMATERASELATAN
TAHUN2015 NOMOR46

I
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 UOPefllber 2014

SEKRETARlSDAERAH
PROVlNSISUMATERASELATAI'f.

~~vt H. MUKTI SULAIMAN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Nopembsr 2014

orang mengetahuinya memerintahkan
Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

mulai berlaku pada tanggalPeraturan Gubernur ini
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Selatan.
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BABV
KETENTUANPENUTUP

(3) Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
adalah merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan
penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan
keuangan daerah, kebijakan umum daerah, prioritas
daerah dan plafon anggaran setiap tahunnya.

(4) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Renstra Sekretariat Daerah Provinsi yang dirumuskan
dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. MUKTI SULAIMAN 


